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KATA PENGANTAR PENYUNTING

Dalam konteks Indonesia, penyiaran berbasis
multiplatform menjadi isu penting sejak satu dekade terakhir.
Hal tersebut dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi berbasis digital yang terkoneksi
dengan internet sehingga melahirkan beragam jenis media baru
(new media) yang mampu mengirim pesan dalam bentuk audio,
video, dan teks secara bersamaan. Dalam perkembangannya
media baru dapat disatukan ke dalam sistem penyelenggaraan
penyiaran radio dan televisi konvensional sehingga melahirkan
istilah penyiaran berbasis multiplatform.

Penggunaan istilah tersebut merupakan perluasan dari
makna aslinya bahwa yang dimaksud dengan multiplatform
adalah perangkat lunak yang dapat dijalankan pada beberapa
platform perangkatkerasyangberbeda (KBBI daring dan https://
www.pcmag.com/encyclopedia/term/multiplatform). Dalam
konteks penyiaran, frasa “penyiaran berbasis multiplatform”
mengandung arti bahwa sekali tayang suatu program dapat
diakses melalui beragam jenis perangkat penerima yang
berbeda-beda seperti menggunakan pesawat televisi/radio,
smartphone, laptop, dan lainnya. Penyiaran multiplatform
berarti siaran radio dan televisi tidak lagi hanya dapat diikuti
melalui jaringan terestrial, satelit, dan kabel; tetapi bisa juga
melalui media baru seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan
streaming dengan perangkat penerimanya bisa smartphone,
laptop, dan Personal Computer (PC).

Bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) kehadiran aplikasi
multiplatform sangat penting karena sifat universalitasnya.



LPP dituntut melayani semua warga negara di mana pun
berada dengan kondisi yang berbeda-beda. Konkuensi dari
tuntutan tersebut, LPP harus menyelenggarakan siaran dengan
menggunakan multiplatform agar dapat menjangkau semua
target khalayaknya yang memiliki pola akses media berbeda-
beda. Ada yang masih menggunakan pesawat radio/televisi
konvensional, tetapi ada pula yang sudah tergantung pada
smartphone dan sejenisnya.

Keberadaan multiplatform memberikan peluang
besar bagi LPP untuk mengoptimalkan tugasnya memenuhi
kebutuhan warga negara akan informasi, edukasi, dan hiburan
yang sehat. Namun, berdasarkan hasil riset yang dilakukan
oleh para penulis buku ini, untuk melaksanakan siaran secara
multiplatform LPP RRI dan TVRI menghadapi sejumlah
kendala. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
baik secara kuantitas maupun kualitas. Kedua, keterbatasan
anggaran disebabkan oleh 60% dana yang ada dipergunakan
untuk belanja pegawai, sehingga anggaran programnya sangat
minim. Ketiga, sarana dan prasarana produksinya kurang
memadai karena perangkat teknologi produksinya sudah
ketinggalan zaman. Keempat, pola manajemen cenderung
birokratis. Kelima, regulasi yang mendukung penyelenggaraan
siaran secara multiplatform belum tersedia.

Kelima isu tersebut menjadi fokus perhatian dalam
dua artikel pertama dari buku ini yang ditulis oleh Aryojati
Ardipandanto dan Ahmad Budiman yang masing-masing
menggunakan sudut pandang berbeda. Ardipandanto lebih
banyak melihat dari sisi kebijakan publik mengenai bagaimana
seharusnya negara melakukan pengaturan mengenai penyiaran
berbasis multiplatform. Sementara itu Budiman lebih fokus
pada fakta empirik mengenai penyelenggaraan penyiaran
dengan menggunakan multiplatform pada LPP RRI dan TVRI.
Adapun tulisan Aulia Fitri, meskipun masih dalam satu tarikan
nafas yang sama mengenai LPP dan multiplatform, tetapi sudut



pandangnya adalah pemanfaatannya untuk kepentingan bela
negara. Dengan adanya multiplatform Fitri membayangkan
akan banyaknya program terkait dengan bela negara di LPP RRI
dan TVRI. Namun kenyataannya, sampai tahun 2021 belum ada
satu program siaran di RRI dan TVRI yang khusus bermuatan
konten mengenai bela negara. Selama ini muatan konten
mengenai bela negara hanya disisipkan dan disampaikan secara
implisit melalui berbagai ragam acara.

Tiga artikel utama yang dimuat dalam buku ini
semuanya merupakan hasil penelitian lapangan sehingga
lebih mencerminkan kondisi empirik yang terjadi di Indonesia.
Pembaca akan lebih banyak memperoleh informasi yang
menggambarkan kondisi lapangan daripada paparan konsep.
Meskipun demikian, tidak ada singgungan mengenai metode
yang dipergunakan dalam melakukan studi lapangan sehingga
tidak diketahui alasan-alasan memilih sampel lokasi maupun
sampel objek yang diteliti.

Namun, nuansa keseluruhan dari buku ini dapat
ditebak bahwa riset lapangan dilakukan dalam rangka untuk
mendukung tugas-tugas legislasi dari Komisi I DPR RI yang
memiliki wewenang untuk menyusun Undang-Undang di
bidang penyiaran. Tebakan itu didasarkan pada latar belakang
pekerjaan para penulis yang berasal dari Pusat Penelitian Badan
Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Terlepas dari aspek kekurangannya, kehadiran buku
ini dapat mengisi kekosongan hasil riset mengenai isu LPP
dan multiplatform. Semoga, sekecil apa pun, buku ini dapat
memberikan kemanfaatan bagi publik dan untuk kemajuan
dunia penyiaran pada khususnya.

Penyunting
Darmanto
(Inisiator Rumah Perubahan LPP)
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PROLOG

TANTANGAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN MULTIPLATFORM

A. Arah Kebijakan Penyiaran di Indonesia

Penggantian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran, begitu lama tidak terselesaikan perumusan
dan pembahasannya. Isu mengenai kebijakan digitalisasi
penyiaran di Indonesia merupakan materi yang menjadi
penyebab tidak bisa terselesaikannya perumusan dan
pembahasan RUU Penyiaran. Sejak DPR periode 2009-2014
hingga DPR periode 2014-2019 berakhir, kebijakan digitalisasi
penyiaran di Indonesia belum bisa ditetapkan.

Kebijakan mengenai digitalisasi penyiaran yang menjadi
salah satu bidang masalah dalam RUU tentang Penyiaran,
begitu lama harus melalui waktu perumusannya. Perumusan
kebijakan digitalisasi penyiaran harus berhadapan dengan
berbagai kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan
perdebatan dalam perumusannya. Kepentingan tersebut
berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait
dengan masalah penyiaran di Indonesia'.

Digitalisasi pertelevisian di Indonesia telah menjadi
tantangan dan dinamika yang menarik pemangku kepentingan.
Berbagai kajian dan diskusi mengemuka bahwa era digitalisasi
siaran televisi tak mungkin dihindari dari percaturan global.

1  Ahmad Budiman, “Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi
Penyiaran di Indonesia Studi Kasus Perumusan Kebijakan Digitalisasi
Penyiaran Pada RUU Penyiaran di DPR 2009-2014 dan 2014-2019” dalam
Jurnal Politica Volume 11 Nomor 1 Mei 2020, h. 75
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Sementara, di Indonesia masih memerlukan pemetaan yang
serius tentang implementasi dan infrastruktur pertelevisian
saat ini yang mayoritas masih berbasis analog dan kemudian
melakukan migrasi ke digital®.

Memang bisa dipahami, begitu besarnya kepentingan
semua pemangku kepentingan dalam mengarahkan digitalisasi
penyiaran di Indonesia. Pada tataran teknis sistem digitalisasi
penyiaran, satu frekuensi gelombang bisa dilalui 12 program
televisi. Begitu juga halnya dengan radio yang berubah dari
satu program menjadi 28 program tiap frekuensi. Hal ini akan
menyebabkan munculnya banyak sekali stasiun televisi dan
radio. Jadiseharusnya dengan menggunakan teknologi digital ini
akan terjadi diversity of ownership (keberagaman kepemilikan)
dan diversity of content (keberagaman isi/konten) dari media
massa yang kaya.’

Secara filosofis frekuensi adalah milik publik yang
dipinjamkan sementara kepada lembaga penyiaran yang
harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat. Scarcity dan spectrum gelombang
radio berjumlah terbatas. Permintaan frekuensi jauh lebih
banyak dari yang tersedia. Meskipun teknologi maju mampu
membuat frekuensi dimanfaatkan lebih banyak saluran
siaran, tetapi ia tetap terbatas®. Pengelolaan komunikasi suatu
negara harus membuat prencanaan frekuensi siaran dengan
memperhitungkan seberapa besar kapasitas kanal yang
dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan penyiaran®

2 Suwandi Sumartias dalam Ahmad Budiman, 2016, Kesiapan Lembaga
Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. vii.

3  Amir Effendy Siregar, Mengawal Demokratisasi Media:Menolak
Konsentrasi Membangun Keberagaman, Jakarta: Penerbit Kompas
Gramedia, 2014, h. 151.

4  Amir Effendy Siregar, “Mejawab dan Mencegah Monopoli serta
Membangun Keanekaragaman,” Jurnal Sosial Demokrasi, Volume 3
Nomor 1 (Juli-September 2008), h. 40

5  Morisson, 2013, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio



Salah satu aspek dari permasalahan digitalisasi penyiaran
di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yaitu terkait dengan
penetapan Analog Switch Off (ASO). Menteri Komunikasi dan
Informatika, JohnnyG. Plate, menilairegulasiperalihaninisudah
menggantung selama bertahun-tahun. Dengan disahkannya
UU CK, maka siaran televisi analog akan dimatikan pada 2022
dan beralih sepenuhnya ke penyiaran digital. Menkominfo
berharap Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara
lain, terutama negara-negara Asia Tenggara yang sudah
melakukan ASO lebih dulu. Selain itu pemerintah juga akan
mengakomodasi masyarakat yang belum mampu membeli
televisi digital. Pemerintah akan memberikan alat berupa set-
top box agar televisi lawas bisa menerima siaran digital®.

Mengawali masa bakti DPR periode 2019-2024, RUU
Penyiaran masuk kembali dalam Prolegnas prioritas tahun
2019, untuk itu Komisi I DPR kembali melakukan serangkaian
rapat dengan semua pemangku kepentingan penyiaran. Pada
rapat tersebut, justru terungkap kondisi faktual yang khususnya
dihadapi oleh lembaga penyiaran. Hal ini terkait dengan
“serangan” konten yangbegitu gencar dilakukan “penyelenggara
konten” yang tidak masuk dalam kategori lembaga penyiaran
tetapi banyak digunakan dan diminati masyarakat. Pemangku
kepentingan penyiaran berharap dalam RUU Penyiaran
juga mengakomodir perkembangan terkini terkait dengan
kesempatan untuk melakukan praktik penyiaran multiplatform,
agar bisa melakukan persaingan dengan “penyelenggara
konten” dimaksud”.

dan Televisi, Jakarta: Penerbit Kencana, h. 37.

6  “UU Cipta Kerja Disahkan, Migrasi TV Analog ke Digital Rampung
2022”, https://tekno.kompas.com/read/2020/10/06/16430067 /uu-cipta-
kerja-disahkan-migrasi-tv-analog-ke-digital-rampung-2022?page=all,
dipublikasi 6-10-2020, diakses tanggal 10-2-2021.

7  Disari dari Risalah Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat




Secara lebih spesifik, Asosiasi Televisi Nasional Indonesia
(ATVNI) juga mempersoalkan pengaturan yang ada di dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Khususnya terkait definisi penyiaran yang dirasa sudah
ketinggalan zaman. Jika melihat perkembangan teknologi
informasi khususnya media multiplatform yang ada saat
ini, maka definisi penyiaran yang ada saat ini tidak bisa
mengakomodir perkembangan yang ada misalnya sarana untuk
mendistribusikan informasi bisa melalui media multiplatform
seperti Instagram, Youtube, Twitter, Whatsapp, danlain-lain. Ciri
penyiaran masa depan dan konvergensi media multiplatform
ditandai dengan tumbuhnya media baru (new media).
Persaingan bukan lagi antara TV/Radio melawan TV/Radio,
melainkan persaingan antara industri penyiaran tradisional (TV
dan Radio) melawan industri penyiaran masa depan (media
sosial - internet - layanan Over The Top) dan semua orang
dapat membuat medianya sendiri, sesuai keinginannya sendiri
(Industri vs Individu)®.

Walaupun hingga kini, penggantian UU Penyiaran
belum juga selesai disusun, dibahas, dan ditetapkan, namun
praktik penyiaran multiplatform sudah dilakukan oleh lembaga
penyiaran dengan berbagai penyesuaian atas jasa penyiaran
utamanya. Pada saat peresmian National Integrated Newsroom
Radio Republik Indonesia (RRI), Menteri Koordinator bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir
Effendy, mengatakan saatini perkembangan di bidang teknologi
informasi telah menempatkan Lembaga Penyiaran Publik
(LPP) RRI termasuk platform media dalam bentuk radio yang

Umum Komisi I DPR dengan TVRI, RRI, Direktorat Penyiaran
Kemkominfo, ATVSI, PRSSNI, ATSD], tanggal 8 April 2020

8  ”BPHN: UU Penyiaran Butuh Penyesuaian Mengikuti Perkembangan
Teknologi Informasi”’, https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/
siaran-pers/bphn-uu-penyiaran-butuh penyesuaian-mengikuti-
perkembangan-teknologi-informasi, dipublikasi tanggal 31-8-
2020, diakses tanggal 15-2-202.



mengalami pergeseran-pergeseran yang semakin hari semakin
cepat. Perlu cermat dalam melihat transformasi teknologi
digital®, sehingga jangan sampai tidak melihat bagaimana
awal perkembangan RRI, serta bagaimana nantinya dibawa ke
depan'®.

RRI dalam Renstra LPP RRI 2020-2024 disebutkan dalam
rangka menjangkau siaran ke seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, RRI perlu mengembangkan potensi terkait
layanan siaran RRI berbasis multiplatform (audio, video, dan
teks). Namun masalahnya, branding RRI sebagai radio publik
berbasis multiplatform (radio publik modern) yang berkualitas
belum tersosialisasikan dengan baik. Demikian halnya dengan
belum dimanfaatkannya secara optimal siaran berbasis
multiplatform oleh masyarakat. Namun, RRI telah menargetkan
terpenuhinya indikator kinerja terkait tingkat kepuasan
masyarakat terhadap akses dan kualitas isi siaran baik melalui

9 Dalam satu dekade terakhir ini, Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia telah melakukan serangkaian respons dengan
mengembangkan teknologi siarannya. Tahun 2011 mulai dikembangkan
RRI.co.id, 2014 menyusul RRIPlay yang berhasil meraih beberapa
penghargaan internasional sebagai aplikasi radio terlengkap, kemudian
2018 hadir RRINet yang menampilkan fitur radio visual dengan tagline
‘Tonton Apa yang Anda Dengar’. Dan mulai September 2019 bisa lebih
mudah menemukan produk digital RRI yang telah diintegrasikan dalam
satu aplikasi: RRIplay Go. RRI telah mengembangkan sistem Integrated
Newsroom berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/Al) yang
dinamai Sistem Pelacak Ragam Informasi News Terbaru (SPRINT).
Digitalisasi yang dilakukan tampaknya sudah sejalan dengan kebijakan
Pemerintah untuk mendorong terbentuknya ekosistem digital yang
akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi nasional. “Mengoptimalkan
Transformasi Digital Radio Republik Indonesia”, dipublikasi tanggal 10-
2-2021, diakses tanggal 12-2-2021.

10 “Di Era Disrupsi, Pemerintah Dorong RRI Jadi Lembaga Penyiaran
Publik Berintegritas”, http://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-
budaya/416481/di-era-disrupsi-pemerintah-dorong-rri-jadi-lembaga-
penyiaran-publik-berintegritas, dipublikasi 26-12-2019, diakses tanggal
10-2-2021.
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radio maupun multiplatform sebesar 70% di tahun 2020, 72% di
tahun 2021, 80% di tahun 2022, 85% di tahun 2023, dan 90% di
tahun 2024".

Televisi Republik Indonesia (TVRI) menetapkan dalam
salah satu misinya untuk menyelenggarakan penyiaran berbasis
digital konvergensi dalam bentuklayanan multiplatform dengan
menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modern
dan tepat guna, serta dapat diakses secara global*2.

TVRI siap berkomitmen untuk bersiaran secara digital
sesuai dengan aturan pemerintah. Direktur Utama TVRI, Iman
Brotoseno, menjelaskan sejak tahun 2016 TVRI sudah mulai
untuk bersiaran secara digital, dimulai dengan pembangunan
Infrastruktur penyiaran. TVRI daerah juga sudah siap melakukan
penyiaran digital. Saat ini, TVRI memiliki 29 stasiun regional,
fasilitas CDN (conten delivery network) penyiaran, dan 361
pemancar. Bagi TVRI, TV digital memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan dengan penyiaran analog diantaranya varian
program akan lebih banyak, kualitas tayangan semakin baik,
penghematan spektrum, dan adanya fitur interaktif. Di sisi lain,
penyiaran digital juga memberi kemanfaatan untuk pemerintah,
pemirsa, maupun lembaga penyiaran. Selain itu, sistem baru
ini dapat membuat efisiensi atau operation cost bagi lembaga
penyiaran jadi lebih murah®.

11 LPP RRI, Renstra RRI 2020-2024

12 “Visi dan Misi TVRI”, http://tvri.go.id/about/visimisi, diakses tanggal 10-
2-2021.

13 Siaran digital akan juga memunculkan peluang bisnis kreativitas
anak muda sebagai konten kreator. Sedangkan bagi pemerintah akan
meningkatkan digital deviden yang bermanfaat untuk berbagai aspek.
Terkait siaran digital, TVRI telah melakukan 6 tahap uji coba siaran digital
dan mencoba menambah titik di 108 lokasi. Selain itu, lokasi pemancar
digital TVRI terdapat di 74 wilayah yakni 18 wilayah layanan perbatasan
dan 46 wilayah layanan di luar perbatasan. “TVRI Siap Sambut Era
Penyiaran  Digital”’,  http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-
dalam-negeri/36031-tvri-siap-sambut-era-penyiaran-digital, dipublikasi
tanggal 26-11-2020, diakses tanggal 10-2-2021.
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Berdasarkan hasil riset Rahayu, Dosen Departemen
IImu Komunikasi FISIPOL UGM diketahui anggapan bahwa
stasiun TVRI telah banyak ditinggalkan oleh penontonnya,
terutama kaum milenial, tampaknya tidak terbukti. Riset yang
dilakukan pada Juni hingga Agustus 2019 menunjukkan bahwa
ternyata di tengah dominasi teknologi internet di kalangan anak
muda, generasi milenial (yaitu orang yang lahir antara tahun
1981 dan 2000) masih menonton TVRI. Alasan utama mereka
menonton adalah karena TVRI sebagai satu-satunya televisi
publik di Indonesia yang memiliki tugas untuk memberikan
layanan bagi masyarakat secara luas masih dianggap sebagai
yang paling netral di tengah maraknya sejumlah televisi swasta
menjadi ‘partisan’ partai politik'.

Hampir setengah dari responden menonton TVRI secara
online, termasuk siaran langsung melalui internet dengan
telepon genggam sebagai sarana utama untuk mengakses.
Survei menunjukkan rata-rata warga milenial menonton TVRI
untuk program berita. Besar kemungkinan ini merupakan
reaksi dari maraknya sejumlah televisi swasta menjadi ‘partisan’
partai politik. Pemilihan milenial terhadap TVRI berharap
dapat merefleksikan nilai-nilai ideal lembaga penyiaran publik.
Nilai ideal yang dimaksud berorientasi pada kepentingan
warga dengan menyiarkan program yang berkualitas yang
mendorong dialog publik dan melestarikan budaya bangsa
dengan memegang prinsip independen, netral, dan tidak
bersifat komersial. Selain itu, bagi penonton milenial yang
ritual menonton mereka ditentukan oleh fleksibilitas waktu dan
tempat, TVRI harus memberikan akses siaran multiplatform
melalui YouTube dan portal televisi online. Milenial ingin
TVRI menyediakan infrastruktur dan teknologi penyiaran yang

14 “Riset: Milenial Masih Menonton TVRI, Ini Alasan Mereka”, https://
almi.or.id/2019/11/06/riset-milenial-masih-menonton-tvri-ini-
alasan-mereka/, dipublikasi tanggal 6-11-2019, diakses tanggal 10-2-
2021.



mampu menjamin siaran dapat diakses dengan lebih mudah
dengan kualitas audio-visual yang cukup baik".

B. Tantangan Penyiaran Multiplatform

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang di dalamnya juga mengatur masalah batas akhir
penyelenggaraan penyiaran analog untuk menuju penyiaran
digital, modal penyelenggaraan LPS dan LPB, mekanisme
terpusat dari pemberian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP)
oleh Pemerintah Pusat, serta pemberian sanksi administrasi
terhadap lembaga penyiaran yang melakukan sejumlah
pelanggaran, telah menyebabkan beberapa masalah penyiaran
telah diputuskan diatur dalam regulasi selain UU Penyiaran.
Selain itu Pemerintah juga telah melahirkan regulasi “turunan”
dari UU Cipta Kerja terutama yang terkait dengan regulasi
mengenai pos, telekomunikasi, dan penyiaran ke dalam PP
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, Penyiaran
(PP Postelsiar), di mana terkait dengan penyiaran juga telah
diatur materiterkait dengan model migrasi digitalisasi penyiaran
di televisi.

Pemerintah melalui Kemenkominfo juga telah
menghasilkan Kepmenkominfo Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Pedoman Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing
Siaran Digital Terrestrial, serta Kepmenkominfo Nomor 90

15 Anggapan bahwa penonton dewasa mendominasi TVRI tampaknya
tidak sepenuhnya benar. Penelitian saya menunjukkan warga milenial
juga menonton TVRI. Ini dibuktikan dengan 91,45% dari total responden
penelitian sebanyak 1.357 milenial menjawab mereka masih menonton
TVRI. Penelitian dilakukan dengan mensurvei penonton televisi milenial
dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam dan berasal dari 34
provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan 13% dari responden mengatakan
mereka menonton TVRI setiap hari. Temuan tersebut mendukung riset
yang pernah dilakukan CSIS (Centre for Strategic and International
Studies) tahun 2017 yang menunjukkan hampir 80% milenial yang
mereka survei masih menonton TV setiap hari. Ibid.



Tahun 2021 tentang Tim Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara
Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial. Pada hakekatnya,
lahirnya keputusan menteri ini memberikan landasan hukum
dan pelaksanaan pembagian penyelenggara multipleksing di
setiap wilayah siar. Tidak ada lagi perdebatan model migrasi
single atau hybrid mux, seperti yang sekian lama menjadi
perdebatan perumusan model migrasi digital di Indonesia.
Pemerintah telah menentukan lembaga penyiaran mana
saja yang bisa menjadi penyelenggara multipleksing di setiap
wilayah siar, setelah lembaga penyiaran tersebut dinyatakan
memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
sebagai termuat dalam peraturan menteri tersebut.

AsosiasiTelevisiSwastaIndonesia(ATVSI)menyayangkan
pelaksanaan seleksi penyelenggara multipleksing di 22 provinsi
yang mengabaikan Peraturan Pemerintah No0.46/2021 tentang
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Ketua Umum ATVSI
Syafril Nasution mengatakan hasil seleksi tidak memikirkan
nasib investasi multipleksing yang telah digelontorkan oleh
lembaga penyiaran swasta (LPS), di mana seharusnya LPS
yang telah memiliki investasi multipleksing diberi kesempatan
untuk menjadi penyelenggara multipleksing. Peserta yang
tidak memiliki investasi bahkan seharusnya tidak lolos seleksi
karena persyaratan kurang, justru mendapat kesempatan
sebagai penyelenggara'®.

Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI)
menilai Pemerintah sudah melakukan tugasnya dalam
proses lelang penyelenggara multipleksing dengan baik dan
adil sesuai dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan
Keputusan Menteri Kominfo No. 88 Tahun 2021 tentang

16 “ATSDI: Lelang Penyelenggara Multipleksing Siaran TV Digital
Sudah Sesuai Aturan”, https://bisnis.tempo.co/read/1458386/atsdi-
lelang-penyelenggara-multipleksing-siaran-tv-digital-sudah-sesuai-
aturan?page_num=1, dipublikasi 1 Mei 2021, diakses tanggal 30 Mei
2021.



Pedoman Evaluasi dan seleksi Penyelenggara Multipleksing
Siaran TV Digital Teresterial. Ihwal adanya Permenkominfo
Nomor 6 tahun 2019, yang salah satu pasalnya memuat
alokasi 6 MUX di setiap wilayah layanan, ATSDI memandang
alokasi tersebut tidak perlu digunakan semuanya, melainkan
berdasarkan pada kebutuhan di wilayah layanan. ATSDI
berkeyakinan bahwa Pemerintah telah mengatur alokasi ini
dengan tepat dalam proses lelang. ATSDI mengusulkan bagi
peserta yang tidak menjadi penyelenggara multipleksing
untuk dapat menyalurkan kontennya dengan memanfaatkan
slot multipleksing penyelenggara yang telah ditetapkan'’.
Perdebatan kepentingan dari asosiasi lembaga penyiaran
swasta, menunjukkan realita polittkk negara dalam
penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia. Ada pihak
yang merasa dirugikan, tetapi namun ada pihak lain yang
tidak merasa dirugikan. Politik negara dalam penyelenggaraan
penyiaran multiplatform, menjadi semakin besar karena tidak
hanya berhadapan dengan lembaga penyiaran tetapi juga
kepada penyelenggara telekomunikasi.

Tantangan menyelenggaran program siaran yang
berkualitas, menuntut lembaga penyiaran termasuk juga
LPP untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia bagi dirinya
dan juga untuk disewakan kepada lembaga penyiaran lain.
Tantangan bagi LPP dalam menyelenggarakan program siaran
pada penyiaran multiplatform, menuntut kesiapan semua
aspek yang selama ini dilaksanakan oleh LPP RRI dan LPP TVRI
serta oleh LPP Lokal. Hal-hal prinsip dari penyelenggaraan
penyiaran publik, justru akan semakin mendapatkan tantangan
dalam penyelenggaraan penyiaran multiplatform nantinya. Hal
ini tentunya sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Komisi I
DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang menginginkan seluruh
konten siaran di seluruh media dan seluruh platform, tidak

17 Ibid.
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melanggar undang-undang, konstitusi maupun norma yang
ada. Walaupun perubahan terus terjadi, tetapi nilai luhur
bangsa Indonesia harus dipertahankan, karena inilah kekuatan
sekaligus keunggulan dibanding bangsa lain'®.

Proses digitalisasi penyiaran tidak dapat dimaknai sebagai
alih teknologi semata, Yang paling utama adalah bagaimana
upaya memperkokoh ketahanan nasional karena penyiaran
berada pada irisan antara dua determinant ketahanan nasional,
yaitu keamanan dan kesejahteraan. Infrastruktur penyiaran
digital adalah bagian dari infrastuktur pertahanan nasional yang
mampu menjaga pertahanan informasi dan juga kedaulatan
informasi. Proses migrasi dari analog ke digital dalam sudut
pandang kualitas siaran televisi dapat terlihat dari semakin
baiknya kualitas gambar dan suara, karena faktor adjascent
channel yang tidak saling mengganggu. Selain itu dari aspek
kuantitas lembaga penyiaran akan semakin banyak dan konten
semakin beragam. Dengan demikian ruh undang-undang
penyiaran untuk mendorong diversity of content dan diversity of
ownership yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha
secara adil dan tanpa monopoli akan dapat terwujud®.

Semakin banyaknya jumlah televisi di Indonesia ini
tentunyaakanberdampakpulapadabanyaknyajumlah danjenis
program siaran yang ditayangkan. Hal tersebut dapat dimaknai
melalui dua perspektif, positif dan negatif. Secara positif adalah
menjawab tuntutan diversity of content yang dapat memberikan
alternatif bagi pemirsa televisi untuk memilih program siaran
sesuai dengan selera yang diinginkan. Adapun sisi negatifnya.

18 “Hadapi Era Digital, Kualitas Konten Siaran Harus Terdepan”, http://
www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36181-hadapi-
era-digital-kualitas-konten-siaran-harus-terdepan, dipublikasi 31 Maret
2021, diakses 20 April 2021.

19 Nuning Rodiyah, “Penyiaran Digital Sebagai Determinant Faktor
Ketahanan Nasional,” http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-
kajian/36025-penyiaran-digital-sebagai-determinant-faktor-ketahanan-
nasional, dipublikasi 20 november 2020, diakses 22 April 2021.
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kualitas konten menjadi terganggu karena produksinya asal-
asalan dan bahkan cenderung hanya menampilkan courtessy
dari sosial media tanpa dilakukan pemaknaan agar lebih
informatif dan edukatif, lantaran tuntutan persaingan bisnis
televisi di era digital®.

Perpres8tahun2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan
Negara Tahun 2020-2024, Pasal 2 disebutkan Kebijakan Umum
Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 diarahkan untuk meningkatan kemampuan
pertahanan negara melalui: g. peningkatan kemampuan
pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian
di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah
dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional
untuk kepentingan pertahanan negara*

Pertahanan nirmiliter merupakan pertahanan untuk
menghadapi ancaman nonmiliter yang dapat membahayakan
atau berimplikasi mengancam pertahanan negara. Ancaman
nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
teknologi, keselamatan umum, dan legislasi yang berasal dari
dalam negeri dan/atau luar negeri. Pertahanan nirmiliter
dilaksanakan dengan menempatkan kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan dengan
bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, didukung oleh unsur
lain kekuatan bangsa?. Pada konteks ini, lembaga penyiaran
juga memiliki kesempatan untuk menyajikan program siaran
yang materinya terkait dengan bela negara. Realitanya, tidak
semua lembaga penyiaran menyiarkan siaran yang materinya
bermuatan bela negara. Padahal di sisi lain, ancaman nirmiliter
semakin massif terjadi di masyarakat. Ancaman nirmiliter ini
semakin kompleks, manakala materinya disalurkan melalui

20 Ibid.

21 Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
Tahun 2020 - 2024.

22 Ibid.
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media multiplatform. Untuk itu menjadi tantangan lembaga
penyiaran khususnya LPP dalam menyajikan materi bela negara

yang dilakukan melalui penyiaran multiplatform.

Penyunting
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EPILOG

Tantangan penyelenggaraan penyiaran multiplatform
perlu mendapatkan perhatian yang serius dari DPR,
Pemerintah, KPI dan Lembaga Penyiaran dalam menjawab dan
menghadapinya. Keberpihakan negara pada masyarakat dalam
mendapatkan materi siaran digital diwujudkan dengan hadirnya
regulasi teknis terkait hal tersebut. Selain itu juga ditandai
dengan pemberian bantuan pemancar untuk membantu
penyelebarluasan siaran digital.

TVRI dan RRI menghadapi tantangan yang sama dalam
penyelenggaraan penyiaran digital dan multiplatform, yaitu
terkait dengan kemampuan pemancar digital yang harus
merata di setiap wilayah siar, kemampuan kompetensi SDM
dalam penyelenggaraan penyiaran multiplatform, di samping
juga terkait dengan postur anggaran yang memadai dalam
menyenggarakan siaran dimaksud. Pertarungan penyediaan
konten yang kreatif, menjadi kunci sukses dalam menyajikan
materi siaran pada penyiaran multiplatform. Kebutuhan
siaran dan trend penggunaan media penerimaan siaran
sangat memberikan pengaruh yang signifikan bagi LPP dalam
menyelenggarakan siaran digital pada masa kini dan masa yang
akan datang.

Siaran bela negara belum begitu spesifik diselenggarakan
oleh LPP dalam satu mata acara yang khusus menyajikan
materi tersebut. Hingga saat ini, materi tersebut lebih banyak
dimasukan dalam materi terkait yang jam penayangannya
sangat disesuaikan dengan waktu penerimaan dari pemirsa
dan pendengarnya. Disadari materi bela negara sangat berarti
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dilaksanakan oleh LPP di daerah perbatasan, terutama dalam
menguatkan rasa nasionalisme bagi masyarakat di daerah
tersebut.

Revisi atas UU Penyiaran perlu menghadirkan
regulasi yang dapat menjawab tantangan penyelenggaraan
multiplatform, baik yang menjadi tanggungjawab pemerintah,
LPP, dan KPI. Pemerintah perlu membuka informasi yang
luas kepada semua pelaku penyiaran dan masyarakat pada
umumnya, mengenai peta alokasi dan jumlah pemakaian
penyiarann digital di setiap wilayah siar. Hal ini untuk bisa
memastikan negara berlaku adil terhadap semua pihak yang
ingin berusaha di bidang penyiaran. Keberpihakan negara juga
ditandai dengan penyediaan pemancar digital kepada LPP
sehingga mampu meningkatkan kualitas pancaran siarannya.

LPP perlu memiliki program yang khusus untuk
ditayangkan pada penyiaran multiplatform yang tidak selalu
sama dengan materi yang disajikan pada layanan konvensional
selama ini. Kekhasan materi multiplatform ini sangat perlu
disesuaikan dengan kebutuhan konten masyarakat di
lokal tersebut. LPP perlu memiliki standar program siaran
multiplatform yang dapat berlaku secara lokal, namun juga
dapat diadaptasi untuk disiarkan secara nasional. Kekuatan
siaran lokal yang juga disiarkan secara nasional sesungguhnya
sejalan dengan misi LPP sebagai penyiaran yang bertugas
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini juga berlaku
pada penyajian materi bela negara yang perlu dikerjasamakan
dengan instansi terkait, agar menghasilkan materi siaran yang
lebih kreatif.

Penyunting
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